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Aset Pamsimas Kementerian PUPR tak Memiliki Legalitas yang Jelas 

 

  
Sumber gambar: 

https://kalselpos.com/2022/06/21/aset-pamsimas-kementerian-pupr-tak-memiliki-legalitas-

yang-jelas/ 

 

BPKP menyoroti permasalahan program PAMSIMAS Kementerian PUPR dimana 

Aset tanah untuk lokasi menara air dan sistem pengolahan air minum hanya menggunakan 

surat pernyataan hibah yang tidak melibatkan proses pencatatan oleh Pejabat Pembuat 

Akta Tanah (PPAT) dan belum dilakukan pemisahan melalui Kantor Pertanahan. 

Hal ini disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPKP, Rudy M Harahap saat diundang 

sebagai pembicara dalam kegiatan yang diadakan oleh Balai Prasarana Pemukiman 

Wilayah Kalimantan Selatan siang ini di Rattan Inn Hotel Banjarmasin. 

“Aset tanah untuk menara air PAMSIMAS tidak memiliki legalitas yang jelas dan 

berisiko dispute,” ujar Rudy. 

Dimintanya, agar segera lakukan sosialisasi Petunjuk Teknis PT-4 PAMSIMAS III 

2021 kepada seluruh KPSPAMS. 

“Instruksikan KPSPAMS untuk melakukan langkah-langkah percepatan proses 

peralihan hak dan sertifikasi tanah dengan menggunakan sumber daya dan dana yang 

ada,” tambahnya. 

Diungkapkannya, ancaman terhadap keberlanjutan program PAMSIMAS juga datang 

dari pengelolaan keuangannya. 

“Pembayaran tidak tepat waktu, banyaknya tagihan nunggak, dan pemeliharaan 

SPAM yang tidak layak bisa bikin program ini bubar juga. Seharusnya KPSPAM 
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melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan KPSPAM,” tegas 

Rudy. 

Dalam aspek legalitas, “BPKP sebagai instansi yang melakukan evaluasi kinerja 

BUMD Air Minum, tidak bosan-bosan untuk memperingatkan mereka agar segera 

merubah status badan hukumnya. 

Rudy menambahkan, “Yang dilakukan oleh enam PDAM di Kalsel ini ilegal, karena 

ketidakjelasan dasar hukumnya.” 

Selain legalitas, keuangan BUMD Air Minum juga perlu diperhatikan. Dari dua belas 

BUMD Air Minum, hanya empat yang untung dan hanya dua yang menjual air di atas 

harga pokoknya. 

 “Bagaimana bisa berkinerja, jika tarif belum menutupi harga pokok? Kenapa tarif 

belum disesuaikan selama bertahun-tahun?” tanya Rudy. 

 “Air merupakan kebutuhan pokok, tetapi sekitar 1.858.535 jiwa dari 4.101.054 jiwa 

atau 45,32% penduduk Kalsel, yang tidak mendapatkan layanan air bersih. Padahal pada 

RPJMN 2020-2024, targetnya, tahun 2024 sudah mencapai 100%,” Rudy menyinggung 

cakupan pelayanan yang dicapai PAMSIMAS dan BUMD Air Minum sampai dengan 

tahun 2021. 

PAMSIMAS hanya menyumbang cakupan layanan air bersih kepada 372.225 jiwa 

atau 9,08% penduduk dan BUMD Air Minum berkisar di angka 1.870.293 jiwa atau 

45,61% atau jika ditotalkan 2.242.519 jiwa atau 54,68%. 

“Seharusnya direksi BUMD Air segera melakukan koordinasi secara terus menerus 

dengan Pemerintah dan DPRD Kabupaten untuk mempercepat perubahan status badan 

hukum Perusahaan menjadi Perseroda dan mengusulkan perubahan tarif dengan 

Pemerintah Daerah,” tutupnya. 

 

Sumber berita: 

1. https://kalselpos.com/2022/06/21/aset-pamsimas-kementerian-pupr-tak-memiliki-

legalitas-yang-jelas/, 21 Juni 2022.  

2. https://jejakrekam.com/2022/06/21/soroti-program-pamsimas-kementerian-pupr-

bpkp-sebut-4-pdam-di-kalsel-berstatus-ilegal/, 22 Juni 2022. 

 

Catatan: 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah  

1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 

1) Hibah; 

2) Dana Darurat; dan/atau 



 

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan/ Lela Damaris                               3 

 

3) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  

2) Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah 

Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri 

yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan. Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3) Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan  

erhitungan tertentu, dan tidak mempunyai7 konsekuensi pengeluaran atau  

pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan 

ekonomi biaya tinggi. 

4) Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

5) Kewenangan Belanja Hibah terdapat pada SKPKD dan/atau SKPD. 

1) Belanja Hibah Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, 

serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara 

spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, 

serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain  

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2) Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD 

sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan 

pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan 

pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

3) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, 

kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam 

mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan 

kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas,  

an manfaat untuk masyarakat.  

4) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut 

objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub 

kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja 

hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk  

menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah 
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daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan 

pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.. 

5) Belanja hibah diberikan kepada: 

a) pemerintah pusat. 

(1) Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari 

kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah  

erjanya berada dalam daerah yang bersangkutan. 

(2) Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpeng tindih pendanaannya 

dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(3) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan 

pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh 

Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda 

penduduk elektronik. 

(4) Penyediaan setiap keping blangko kartu tanda penduduk elektronik tidak 

didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran 

pendapatan dan belanja negara. 

(5) Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) 

kali dalam tahun berkenaan. 

b) pemerintah daerah lainnya 

Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom 

baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan. 

c) BUMN 

Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan 

d) BUMD; 

Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk 

meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah 

kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau 

jasa. 

e) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan 

yang Berbadan Hukum Indonesia 

(1) Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada 

badan dan lembaga: 

(a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan 

peraturan perundangundangan; 
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(b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat 

keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau 

bupati/wali kota; atau 

(c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat social kemasyarakatan berupa 

kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang 

masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan 

keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah 

Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi 

vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai 

dengan kewenangannya. 

(d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh 

pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. 

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum 

Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan 

hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum 

perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari 

kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan 

paling sedikit: 

(a) memiliki kepengurusan di daerah domisili; 

(b) memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau 

sebutan lainnya; dan 

(c) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah 

dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah 

administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian 

sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah 

pemberi hibah. 

(4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat 

diberikan dengan persyaratan paling sedikit: 

(a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum 

dan hak asasi manusia; 

(b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang 

bersangkutan; dan 

(c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan. 

f) Partai Politik 

Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik 

yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran 

belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit: 

(a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; 

(b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat; 

(c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali: 
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(1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan 

pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya 

dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 

(2)  badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah 

daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

(3) partai politik dan/atau 

(4) ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan; 

(d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung 

terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 

(e) memenuhi persyaratan penerima hibah. 

7) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala 

Daerah. 

8) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan 

hibah yang diterimanya. 

 


